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Bahkan dari 11 responden sebagaian besar datang ke Indonesia dengan 

tujuan bekerja, dan keberadaannya di Indonesia memiliki dampak dan manfaat 

untuk kemajuan Indonesia baik dari segi ekonomi, segi pengetahuan dan 

teknologi. Contohnya, yaitu : 

a. Segi ekonomi yaitu Warga Negara Asing tersebut bekerja baik pada 

perusahaan berbentuk PMDN, PMA atau Kerjasama PMA dengan 

PMDN, PMA dengan PMA, PMA dengan BUMN. Memberikan dampak 

perputaran ekonomi dan membuka lapangan kerja baru, sesuai bidang 

usaha yang dimungkinkan dibuka 

b. Segi pengetahuan dan teknologi yaitu keberadaan pekerja asing yang 

bekerja pada bidang tertentu wajib melakukan transfer knowledge, 

kepada pekerja Indonesia, sampai batas waktu yang disesuaikan dengan 

Perjanjian Kerja yang dibuat. 

BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan di 

bab sebelumnya maka disimpulkan sebagai berikut: 

Pandangan dari kedua narasumber selaku notaris yang terkait dengan Pemberian Hak Milik 

Atas Satuan Rumah Susun bagi Warga Negara Asing adalah mengikuti arahan yang sesuai 

dengan Undang-Undang yang berlaku dengan melihat alasan bagi WNA tersebut memiliki 

Hak Milik. Contohnya seperti WNA tersebut merupakan tenaga ahli di bidangnya, WNA 
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tersebut keberadaannya memberikan manfaat baik dari segi ekonomi, pengetahuan dan 

teknologi.  

Hambatan dari kedua narasumber berbeda. Hambatan yang terjadi oleh Ibu Yanti selaku 

notaris adalah beliau memiliki pandangan bahwa pemberian hak milik atas satuan rumah 

susun bagi warga negara asing sedikit bertentangan dengan UUPA. Karena dapat juga 

diberikan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diatas tanah Hak Guna Bangunan, 

sedangkan yang dapat memiliki Hak Guna Bangunan menurut UUPA hanya WNI atau 

Badan Hukum Indonesia. Sedangkan menurut Bapak Ketut Aryana selaku notaris 

pemberian hak milik atas satuan rumah susun bagi warga negara asing tidak bertentangan 

dengan prosedur pemberian hak milik atas tanah yang diatur dalam UUPA, dikarenakan 

apabila hal semacam ini terjadi maka dapat diberlakukan Lex Spesialis derogate leg 

generalis atau lex posteriori derogate legiapriori.  

 

  

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran dalam penelitian ini yaitu memberikan 

penjelasan yang spesifik mengenai persyaratan perizinan bagi WNA agar dapat memiliki 

Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun di Indonesia supaya tidak terjadi konflik baik antara 

WNA maupun WNI.  
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